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bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 82 Undang - Undang Nomer 6
Tahun 2014 tentang Desa, pasal 7, pasal 8 Undang-Undang Nomor 14 Tahun
2008 tenteng Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Desa sebagai badan
public wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan RP.JMDesa,
RKPDesa, dan APBDesa melalui media yang mudah diakses oleh masyarakat;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu
menetapkan Peraturan Nagari Lunang Tiga tentang Keterbukaan Informasi
Publik di Desa Kubu Tapan.

Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846;

. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran MNegara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5495);

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Nomor 1 Tahun zo1s tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal
Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 158);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme
Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 159)

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Informasi
Puihlik { Rorits Weoars Remohlik Indonezia Tahon eanen Nomaore EE AT



10. Peraturgn Komisi Informasi Momar 1 Tehun 2a17 tentang Pengklesifikasian
Informas Publik (Berita Negara Republik Indenesia Tahun 2o Homor 272),

1. Peraturen Komisi Informas Numor 1 Talien 2018 tentang Stander Layanaz,
Informasi Publik Desa (Berita Negara Eepublik Indonesia I'ahun 2018 Nomor
18a5];

iZ. Peraturon Bupati Pesisir Selatan Womor 53 Tahun 2018 tentang Pedoman
Pengelolaan  Pelavanan Informasi dan  Dokumentasi 4 Lingkungan
FPemerintzhan Kzbupalen Pesisip Selulap;

13. Perataran Nagari Kubu Tapan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penetapan
Eewenangen Wagati Berdasorkan Hak Asal Usnl dan Kewenangan Lokal
Berskala Megari di Nagari Kubu Tapan.

Dengan Kesepekatan Bersama
DADAN PEEMUSYTAWARATAN NAGARI KUBU TAFAN
Dan
WALl NAGAR] KUBU TAPAN

MEMUTUSEAN:

Menctapkan @ PERATURAN NAGAR] KUBL TAPAMN TENTAMWG KETERBURAAN [NPFORMASLI

PUBLIK

BAR I
KETENTUAN LUBMDUM
Pasal1

Dalam Peraturan Nagari i }mngﬁlmaknud dcngan :

1.
2

3.

1.

11-

Nagan adalah Nagati Kubu Tapan -

Pemerntakan Magari adalah Pemerintah Nagan Kubu Tapan dap Badan Permusyawaratan
Wagari Kubu Tupan

Pemerintah Magas adalah penvelenggaraan wrusan pemeriptah dan kepentingan masvarakat
setempat dalem sistern pemerintaban Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Nagari adalah Wali Nagar atau yang dizebut dengan nama lain dibanin perangkat
~agari sebapai unsir penyelenggara Pemerintaban Nagari.

Badan Permmusvawatratan Magari atau yang disebut demgan nama latn adalah lemhaga yang
melzksanzkan Fungsi pemerintshan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Nagar
berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan secara dernokratio,

Musyawarsh Nagari atau veng discbot dengan natna lain adalab musyawarah antars Badan
Pormusyawaratan Nagari, Pemerintah Nagar, dan unsur magyarakot yang diselenggarakan aleh
Badan Permusyawaratan Nugari untuk menyepabati hal vang bersifar steategis,

Puralurun Nagan adalal persturan perundang - wndangen vang dibuat oleh BAMUS bersama
Wali Nagati.

Pershuran Weali Nagari adalah peraturan perundang - undangan vang diteteplkan oleh Wali Nagar
vang bersifat mengatur dalam renghz meluksansbun Persturan Napasn Jan Perluran
Perundangan - undanpgsn yeng kebih tingg,

Badan Publik adalah Badan Publik Magari yang terdiri dari Pemerintah Magari dan Badan
Parmusyawamban Nagazi serta Badan Publik lainnya yang terdisi dari Badan Usaha Milik Nager
dan Lembags Kemasyerakatan Nagar dan badan lam yeng fungsi dan tugas pokoknya berkaitan
dengan penyclenggaraan pemerintahan Nagar, yang berada di Magari, sepanjang sebaginn atau
seturub dananya hersumber dari Anggaren Pendapatan dean Delanja Desa, sumbangan
masyarekat, dan/atau lnar neger.

Informasi Publik Nagari adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelela, dikirim, dan/atau
diterima pemerintah Nagsri sesusi dengan peraturen Nagari ini eerts infortmesi lain yang
betkaitan dengan kepentingan publik.

Pejabat Pengelala Informasi dan Dokumenlasi Nagar vang selanjutoya disebut PPID adalah
pojabat vang bertanggung jawak di bidang penyimpanan, pendokumentazian, penyediaan,
dan/fatau pelayanan informam di Nagari dan bertanggungiawab langsong kepada atazan PPID
sebagaimans dimeaksud pada Peraturan Nagarni ini.



BAR [T
ASAS DAN TUJITAN

Bagian Kesatu
AsaE
Pagal 2

1. Setiap informasi publik bersifat terbulka dan dapeat diakses cleh zetizp Fengguna lnformasgi Fublik,

kocwali informasi publik vanp dikecualikan.

Infgrmasi Publik yeng dikecualilam hersifat ketat den terbatas,

3. Setisp informasi publik harus dapat dipernleh setiap pemohan informasi publik dengan
mekanizme memperuleh infortmasi vang cepat dan tepat wakto, bieya dogan dan cara sederlan,

4. Informasi publik yang dikecuslikan bersifat rahasia dengan Lndang - Undang, kepatutan dan
kepentingan wmnm didasarkan pada pengujian tentang konzebuensi yang tmbal apabila suate
informasi diberikan kcpzda masyemkal sers selelak diperlimbangkan dengan sckeame hehwe
mentup  informasi poblik dapat melindungi kepentingan yapg lebih besar dari pada
murnbukanya atau sehaliknya.

k=

Baygian Kedus
Tujuan

Pagal g

Tujuan Keterhukusan Informas) Publik dalam penvelenggaraan Pemetiantahan Nagao adaleh untuk
memberikan dan menjamin hak selisp orang untuk mendapatkan informesl publik dulem rangha
1. kepunusan di tingkat nagard;
a. mendoreng partisipast masyarakal nagad deam pengambilan kebijaban dan pengelolass Radan
Publik vang baik;
3. meningkstkan peran aklil masyarakat nagari dalam pengambilan kebijakan dan pengelolaan
Bodan Publik yang baik;
4. mowwjudkan penyelesgparaan pemerintahan nagar yang baik, yaitu yang transpaan, efeldtif dan
efisien, akuntabel serta dapat dipertangzungiawaban;
wengetahuoi alasan kebijakan yang mempengaruhi hajat hidup arang banyak;
mengembzngken dmu pengetshnan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/ztau
= meningkatkan pengelolzan dean pelayanan informasi di lingkwogan pemerintzh nagari wntuk
manghasilkan layanan infortnasi yang berkualitas.

& En

BAE Il
HaK DAN KEWAJIBAN

Ragian Kesatu
Hak Peinohon Inbormasi Publik
Paral 4

Setiap orang berhak mempetoleh Informasi Publik sesugi dengan ketentuan peraturan nagar ini.
Setiap arang berhak :
L nelihat dan mengetahui Informasi Pubdik;
2. menghadini pertemoan publik yang terbuka ontok  wmam dan memperoleh informasi poblik;
3. mendapatkan Salinen informasi publik melalui permobonan sesuai dengan peraturan Nagari ini;
dan fatau
4. munyrbarluaskan infortasi publik sesuai dengan peratizran perondang - undangan,

Setiap pemobon nformasi publik berhak mengaivkan permintazn informasi publike disertad alasan
permiotaan tersebul. Setjiap pomohon informasi poblik berhak mengajuban gugetan ke penpudilap
apebila dalarn memperoleh informasi publik mendspat hambatan atau kegapalan sesuai dengan



Eagian Kedua
Kewajiban Peoggune Informasi Publik
Poasal 5

Fengpuna Informasi Publik wajib menggunakan Informasi Publik sesoai dengan ketentoan
prraturan perundangan - undangan.

2. Pengguna Informasi Mublik wajib mencantumban sumber davi mana 12 mempereleh Informasi
Publik, baik vang digunakan untuk kepentingan sendivi maopun untuk keperluan pullikasi sesuut
dengon peraturan perundengan - undangen.

Eagian Ketiga
Halk Pemerintah Nagari
Pasal 6

1. Pemerintah Magari berhak menoiak memberikan informasi yang dilkecuslikas cesusi dengan
ketentman peraturan perandang - undangan.

2. Pemerintah Nagari berhak menolak memberikan Inforrnesi Publik apabila tidak sesuzi dengan
ketentuan peraturan perundangan - undangan.

3. Inforimasi Publik vang tidak dapat dibesbkoan oleh Pemernnlah Nagan, sshagaimena dimaksud
pada ayat [1} adalah :
4. Informngi yang dapat membnhoyakan Megara:
b. Informasi Yeng berkaitan dengan kepentingan perindungan usaha dari perssingun usaha

nidak sehat;

Informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;

Inlormusi yang berkaiian dengan ruhasia jabztan; dan/ztan

e Informuasi Publik vang diminta belum dikoasi atan didokitnentasikan,

B

Bagian Keempat
¥Kewajiban Femerintah Nagan

Pasel 7

(1} Pemerintah Nagar wajib menyedizkan, memberikan dan/atau menerbitkan [nformasi Publik
yang erida di bawale kewenangannya I{qmdn Femohon Infurmasi Publik, selzin informasi Yang
dikecualikan sexuai dengan ketentusn,

{2} Pemerintah Nagar wajib menyedizkan Informasi DPublik yang akurat, benar, dap tHdak
menyesatkan.

{3} Uniuk meluksanakan kewajiban sebagaimana dimaleud pada ayot (2], Pemerintah Nagoari harus
membangun dan mengembangkan sistem  informasi dan delumentasi vntuk mengelols
Informasi Publik secars baik dan efisien achingges dapat diakses dengan mudah.

{4) Pemerintah Nagari wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil
untuk memenuahi hak setiap orang atas Infornasi Publik

(5] Pertimbangan scbagairtans dimeksud pada ayst (4} aptara lain memuat pertimbaogan polilik,
ekomomi, ansie], hodaya, dan /atas pertahanan dan kearmasarn riegam,

(6} Dalam ranglka memeouhi kewnjiban sebagaimana dimakend peda ayat (1) sempei dengan ayvat (4}
Prcmerintah Nagari dapat memanfaatkan sarana dan/atau media eleldronik dan non elektronil,

Pagal &

Eewsgjiban Pemenintah Napgan vang berkaitan dengan keassipan dan pendokumentasian Informasi Publik
dilaksanakun burdusarkan persluran perundang = undangam.



BAR IV
MANFAAT
Bagian Kesatn
Manfaat Bagl Masyarakat

Fasal g
Adanyo jaminan hak hagi masyerakst untuk mengetabui rencana, program, proses, alasan
pengambilan suala kebijokan publik termasuk yang lerktait dengen hajat hidup oraag banyak.
2. Mendotong partisipasi masyerakat dalam prozgesz penganbilan kekijakan publik dan pengelolean
pu;gcri.ntah Nagari yang baik

Bagian Kedua
Manfaat Bagi Pemernintah Hegari

Pazal 1o

1. Mendorong penyelenggaraan pemecintah Nagan yang baik, yaitu transparansi, efeRtivitaz,
efimensi dan akuntabel;
2, Meningkatkan kualitas pengelolann dan pelayanan informasi di lingkungan pemerintah nagari
untuk menghasilkan pelayanan informasi vang berkualitas,
BAB ¥
JENIS [MFORMASI
Hagian Kesatu
Informasi yang wajib disediakan dan dinmumlan
Pasal 11

Pemerinteh Nagari wajib mengumumban secara berkala Informasi Nagari yang sekurang - larangnya
tendiri atas: ’
I, Informasi tentang profil Pemerintah Nagati Yang meliputi:

a. informam tentang kedudukan arou domisili beserta alamat lengkap, muaog Nnghup kegiatan,
maksud dan tujuan, tugas dan funpsi Pemerintah Nagari beserta kantor wnit-unit di
hawahnya;

k. struktur organisusi, gumbarat umum setiap satusn kegia, profil singkat pejabat struklural;

a, Ringkasan informasi tentang program danfatau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup

Pemerintah Nagari vang sekuring-kurangnyz terdiri atas:

a2, Nama program dan kegiatan;

! b. Penanggungjawub, pelabsana program dan kegiatan serta nomor telepon danfatau alamat
' yang dapat dibubungi;
Target danfatau capaian program dan kegiatan;
Jadwal pelaksnnaan progran dan kegiatan:
Anggaran progrem dan kegiatan vang meliputi sumber dsn jumlsh;
Agenda penting terkait pelaksanaen tugas Peoerinlah Nagan
Infarmasi khirsus lainnya yang berkaitan langsung dengan hak-hak masyarakat;
Tnfarmasi tentang penenmaan calen pegawai danfuteu pejabat Peterintah Nagari;
Infarmasi tentang peneritasn calon peserta didik pada Pemarintah Dresa  yang
menyelenggarakan kegiatan pendidilean untuk umuom.
Ringkasan informasi tentang kinegja dalam linglup Pemerinlah Nagari berupa darasi tentang
realizesi kegislan yang telab maupun sadang dijalanksn heserta capaiennys.
Ringkasat laporan keuangan vang sekorang-korangnya terdin atas:
Rencana dan laporan realisasi anggaran;
. Mermea;
Laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan slandar
akuntansi yang berlaku;
Daftar azet dan investasi,
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# Ringkasan laporan akses Informasi Publik vang sckurang - kurangnya terdiri atas:
4. jumiah permobonan Informasi Publik yeng direrima;
b, wakiu yang diperiukan dalan memenuhi setizgp permohonan Infotrasi Pubiik;
¢. jumlsh permobonan Informasi Publik yang dikebulkan baik sebagian atau selyruhaya dan
permehonan Informasi Publik vang ditolsk Alasan penolakan permobonan Informasi Pahlik,

4 Infornasi tentang peraturan, keputasan, dan/otau kebijakan yang mengikat dun/alau berdampak

bagi publik yang dikeluarkan oleh Pemerintsh Nagari Ying sekurang - kurungnye tepdir atas:

a._ Deftar rancangan dan tabap pemmbentukan Persturan Perundang - uwpdangan, Keputusan,
dan/=tun Kehijakan yang sedang dalam prosss pembugtan

b. Daftar Peraturan Perundang - undangan, Keputusan, dan/atau Kebdjakan yang telah disahkan
atan ditelaphan;

c. laformasi tentang hak dan bata cars memperoleh Informasi Publik, serts e cara popauan
keberatan serta proses penvelesaian sengketa Informesi Publik berjkut pihak - pibak yang
bertunggungiawab yang dupar dihuhungi:

d. TInformasi temtang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewengng atau pelanggaren yang
dilakukan baik gleh Pemerintah Nagari maupun pihak yang mendspatkan izin atzu perjanjian
kerja dari Pemerintah Nagar vang bersanglkutan;

e. Informusi tentang pengumoman pengadaan barmog dan jesa sesugi dengan peratiiran
prrundang - undangan terksir:

I. I[nfnrmasi tentang prosedur peringatan dini dan proscdur evakuasi keadazn daruret di setiap
kontor Pemnerintab MNagari.

Pemymuman secara berkala sebggaimana dimaksizd pada ayat{1} dilakukan selambat-lambatoya 1 (zatu}
keli dalam setabun. .
Bagian Kedua
Itformasi yeng Wajib Diumumkan Secara Serta Merta
Fasal 12
{1] Sehisp Pemerintah Desa vang memiliki kewenangan atas suaty informas yang dapat tNEmEANCATH
hajat hidup orang hanyak dar kstertiban umum deefatay Pemerintzh Nagar yang berwenang
merbetikan izin danfatan meleluksn petanjian kerja dengun pihkek lain ymng kegistannya

Lerpotensi mengancam hajat hidup orang banyak dan kelertiban umwn wajib memiliki standar

penguinuman intormagi serte merta.

(2) Infarmasi yang dapal mengancam hajat hidop orang banyak dan ketediban umum sebagaimaga
dimaksuc pada ayal {1) meliputi entara Jain:

L infarmasi tentang bencana alam seporti kekeringan, kebakaran hutan karepa faktor alam,
hama penyakil tanaman, epidemik, wabah, kejadian lgar biasa, knjadian anlarikss stan
benda-bends angkasa;

2 informasi tentang keadagn bencans non-alum sepert kegagalan industri atau tekmalog,
dampelt industri, ledukan nuklit, pencemaran lingungan dax kegiatan keantariksean:

3. bencans sosial seperti kerumihan sosial, konflik sosial antar kelompok atau antar kuemunitas
masyarakat dun ternr

4. informusi tertang jenis, persebaran dan daersh yang menjadi sumber renyakit yang
berpotensi menular:

3- informasi tentang racun pada baban mekanan vang dikensumsi oleh masyaraiat: dan/atau

6. informasi tentang rencana gangguzn terhadap utilitas publik.

(3} Standar pengumuman informasi sebagaimans dimpaksud pads ayat (1] seburang - kurengnya
mediputi:
1. potensi babays dun/atau besaran dampak vang dapat ditimbulkan:
2. pihak-pihak yang tberpotensi  teckenn  dampak  baik masyarakat wmum maupun
pegawai Badan Publik yang menerima izin atau perjanjian kerjz dari Pemerintah Desa

taacrabiaad-



5- carg mendapatkan bantuan dun pihak yang berwenang;

&, pibak-pihak yang wajib mengumumban informasi yang dapat mengancam hajat hidup ocng
banyak dan ketertiban umum;

7. lata cara penpumuiman informaxi epabila keadaan darurat terjadi:

B. wpaye-upaye yang dilaluken okeh Femerinlah Desa dan/atau pihak- pihak yeng berwenang
dalam menanggulangi bahavy danfaten dampak vang ditnilulkan.

y. Pemerintah Nagari subsgaimana dimaksud pada syat {1} wajib mematuhi pelakssnaan

= stundar pengumuman informagi serta merta serta schagaimana dimaksad pada ayvat (%) serta

memastikan pelaksansannya oleh pibak yang menernma izin dan,atau melakukan perjanian

kerja.
Bagian Ketiga
Informasi yang Wajib Tamsedia Setiap Sant
Pasal 12
Sctizp Badan Publik wajib menyediakan Informaxi Publik setiap sast yang sehurang - hurangnva tendisi
akas:
1. Eraftar Infornasi Publik yang sekurang — kurangnya memuat:
MNomor,

Ringkanat isi informas;
Pejabal atau wnit/satuan kerja yeng menguasal informasi;
Fetanggungiawalb pembuatan atau penerbiton informasi
Wzkh dan tempat pembuatan informasi
Bentuk informasi yang tersedia
2. Jangka wakiu penyimpanan atan reten_si amPJ

Informasi tentang peraturan, keputusan denfetsc atan kebijakan Pemerintah Negar vang

sekurang-kurangoyu terdin atay :

a. dokumen pendulung seperti naskah akademis, kajian atau pertimbangan yang mendasar
terbitnya peratumn, kepuhisan ateu kebijakan tersebat;
masukun-masukan dari berhagai pibak atae peratumn, keputusan atan kebijakan tersebut:
riselah rapat dari proses pemibentulzn peraturan, keputusan atou kebijakan tersebut;
rancangan peraturan, keputnsan atav kebijakan tersebut;
tzhap perurcuzan peraturan, keputusan atau kebijekan tersehut;
peratiuran, kepulusan danfaten kehijakan vang telab diterbitkun.
3. Seluruh infarmasi lengkap yang wajib disediakan dan dinmumkan secara berkals sebagaimana

dimskmud dalam Fazal 11.
4. Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawatan, dan keuangan, antara lain:

3. Fedoman pengzlolaan crganisoasi, sdministrasi, personil dan kevangan:

b. Profil lenghap pitopinan den pegawai vang meliputi nama, sejarah karir atau posisi, sejarah

prodidikan, penghargaan dan sanksi berat vang permah diterima;

e.  Anggaran Badon Publik stesra urmum maupon anggaean sess khusos unit pelaksona teknis
sertd laporan kewanganoys
Drate statistik vang dibuat dan dikelpla aleh Badan Publik.
Surat-surat petjanjian dengan pihak ketiga beritkut dokuwrmen pendukungnya.
Sural menyurat pimpinan atau pejabat Badan Publik dalam rangka pelaksanaan tugas pokok
¢an fungsinya.
Syaral - syarat perizinan, izin vang diterbitkon den/atzo dikelnarkan bedkut dokumen
pendukungnya, dan lapoeran penaalan izin yang diberikan;
Data perbendaburuan atan inventaris;
Rencana strategis dan rencana kerjo Badan Publik:
Agendz kerja pimpinan satuan kerja;
Informasi mengenai kegiatan pelayatan Informesi Publik yang dilaksanakan, sarana dan

- - -
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L Jumlah, jenis, den gambaran umum pelapggaran yang ditemukan dalam PELLEE WSy
tunlernal s2rta loporan pepindakatinys.

m. Daftar setta hasj] - hasil penelitian yang dilakukan.

n. Informasi Poblik Jain yapg telah dinyatokan terbuka begi nasyarakat berdasurkan
rckanisme keberulan dan/atau penvelesaian mengketa sebopaimana dimaksud dglam Pazal 1z
Undang - Undang Keterbukean [nformasi Publik,

.. [nformes] tentang stander pengumuoman inforinasi sehagaimuna dimoksud dalam Pasa) (2
bagi Badan Puhblik yang memberikan izin dan/atou melakakan renanjian kega dengan pihak
lain yang kegisgtannys berpotens: mengancom hafet hidup arang bunyak dan kelertiban

LEFTLLTTL.
. Informasi dan kebijaken yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan vang terbuka
untk umom.
Bagiun Keempat
Informasi yang dikecualikan
Pagzal 14

Pemarintah Nagari memiliki pengecualian informasi publik Nagar didasarkan peda pengujian tentang
konsckuenai yang timbul spabila auaty informasi diberikan serta setelah dipertimbanghkan dengan
seksama bahwa menutup informasi publik desa dapat melindungi kepentingzn vang lebib besar darg
jrada membukanya atau sebaiknya.

Pengecualian informasi Publik Desa dibahas dalam musyzwarsh desa, meliput :
1. Surat-surat Badan Publik vang sifetnya rehecs, kecoali atas putusan Komisi Informasi dan
Pengadilan
2. Perlindungan persaingan usaha yang sehat dan perdindungan ataz kekuyaan intelelctual dan
sumber daya alam, .
Akta otentik dan wasiet sesearang . . .
4. loformasi pribadi (finangial, kapahilitas, riwayat hidup, kondisi fisik dan psikoloia)

w

BAB V]
MEDIA INFORMAS]

Pasal 15

Media informas pemerictah desa meliputi :
1. Media lvar ruang vang berupa:

a. Baliho

b. Banner

¢. Poster

d. Media luer mangan sebagaimana dimaksud ayat (1} dibuat permanen dan ditempatkun pada
lokasi strategis sehingga mudsh dijangkan dan dibac aleh pengguna informasi/masyarakat
Nagan.

2. Media teknologi informasi melipoti

a  Web/blog

b. No lelepon atau layanan M3

¢, Group WA/ Facebook

d. Medin teknologi informas; pada ayat (%) bertujuan sebagai ulat interaksi dan komuonikasi

digital antara pemerintah desa dan masyerakat yang berupa saran dan kritik informasi dan
nduan atar pertanyaan.

Media tatsp mukz meliputi:

. Forum dialog, diskusi, musyawsarah des: atau sebutan lain Sosjalisaxi

b Media patan mmka stheaimana dimekaod awval f2 aphroai surmna knmonikaci inhal helike
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BAB VI
PENGELOLAAN
Hagian kesatu

Tata Care Mendapatkan Informasi Publik Magari
Pagal 1é

1. Femohon infarmast publik daput mengajukan permohanan untuk mempercleb informasi publik
kepada penyelenggara Pemerintshan Nagari secara tertulis dengan melengkapi idettitas din,
digertai dengan alasan permohonan,

2. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mendapatkan informasi publik sebugaimana dimaksud
pada ayat (1), ditctapkan dengan Stander Operasional Prosedur Permobonan [nformasi,

Bagian Kedua
Pejabit Pengelola Informasi dan Dolumentasi [ PPID )
Pasal 17
1. Wali Nageri menunjuk Bagian Kedus Prjabat Pengelala Informasi dan Dokumentasi dengan Surar
Kepulusan Wali Magari,
1. Pejahat Pengelola Informasi dan Dnokumentasi dimaksud pada eyat (1) bertangpungiswab kepada
Wali Nagarti.

Bagian Ketigo
Tugan Fejobat Pengelola Informasi dan Dokumentasi ( PPID )

. Puasnl 1B

'Tugas dan tanggung jawab Tim Informar] Desa melipali
1. peoyediaan, penyimpanan, pendokumentasian dan pengamanan informasi publik:

pelsyanan informasi publik secara cepat, tepal dan sederhana;

pengujian konsekuensi;

pengklasifiksian inizrmas dan/ntau perubahannya;

penetapen informasi yang dikecualikan yang telah habis janghka waktu pengecuuliennys sebagai

informasi publik vang dapet diakses; dan

h. penetapan pertimbangan tertulis atas setinp kebijkan yang diambil wotuk memenuhi hak
masyarakat atas informasi publik.

LIS ol

Bagrun Ksempat
Keberatan

Pasal 19

Setiap Pemobon informast  publik dapat  mengujukan keberatan secara termlis dengan melengkapi
identitas dirl, disertai dengan alas ao permohonan yang ditujuken kepada Atazan PPID, berdasarkan
alasnn schagai berikot -

penolakan atas permohonan informasi publik;

tidak disediakennys informasi publik secara berkala;

tidak ditanggapinys permahonsan informas publik;

tidak dipennhinya permohonan informasi; dan/etau

peoyampaian informasi melebibi batas waklo yang belah ditenmkan.

L S

Eetentuan mengendal peogajusn keberatan sebagaimnana disnaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut



BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pagal 20
Biaya yang timbul terkait kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi nagari dibebankan pada
Anggara Pendapatan dan Belanja Nagari (APBNag) dan atau sumber dari pendapatan lain yvang sah.
BAB [X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21
Peraturan Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Nagar ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Nagari Kubu Tapan.

Diundangkan di Kubu Tapan
pada tanggal 17 e




¢ PERATURAN MACGARI EUBU TAPAN
: 3 TAHUN 2020

: ] AGUSTUS 2020

KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI
(BAMUS)
AGARI KUBU TAPAN KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
Jalan Lintas Padang Benghkulu KM o7
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KEPUTUSAN KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN
NAGARI KUBU TAPAN
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 140/..2.5../Kep. BAMUS/WNKT/2020

TENTANG
KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN NAGARI
TENTANG KETERBUKAAN INFORMAS] PUBLIK

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI KUBU TAPAN,
Menimbang :  a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 101 avat (1) Peraturan Pemerintah

Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah, Nomor
44 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang
Nomor & Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu Badan Permusyawaratan Desa
melaksanakan wewenang dan fungsinya untuk membahas rancangan
Peraturan Desa;

b. hahwa Wali Nagari Kubu Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan
Kabupaten Pesisir Selatan mengajukan Rancangan Peraturan Nagari tentang
Keterbukaan Informasi Publik;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagsimana dimaksud dalam huruf a dan
b, maka perlu menectapkan Peraturan Desa tentang Kesepakatan Rancangan
Peraturan Desa Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor & Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Momor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9o);



Memperhatikan

Menetapkan
KESATU

EEDUA

T

1k,

11.

iz,

13.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal
Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 158);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme
Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 159);

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun zo1o tentang Standar Informasi
Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272):

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur
Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian
Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 272);
Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan
Informasi Publik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
18ga);

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pedoman
Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan
Pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan;

Peraturan Nagari Lunang Tiga Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penetapan
Kewenangan Nagari Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal
Berskala Nagari di Nagari Kubu Tapan,

Keputusan Badan Permusyawaratan  Nagari Nomor o5 / KPTS/ BASMUS-
Nkt/ 05 — 2020 Tanggal 22 Mei 2020 tentang Peraturan Tata Tertib Badan
Permusyawaratan Nagari.

Hasil Rapat Paripurna Badan Permusyawaratan Nagari Kubu Tapan Nomor
4% /BPD/z020 tanggal 8.1 Agustus 2020,

MEMUTUSEAN:

Menyepakati Rancangan Peraturan Nagari tentang Keterbukaan Informasi Publik
untuk ditetapkan menjadi Peraturan Nagari;
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apahila

dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sehagaimana

mestinva.
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AMPIRANIT @ PERATURAN NAGARI KUBU TAPAN

NOMOR : 8 3TAHUN 2020
TANGGAL : ol AGUSTUS zo20
TENTANG : KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA
WALI NAGARI KUBU TAPAN
DAN
= BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI KUBU TAPAN
Nomor : B8 /WN-NKT /2020
Nomor : 8.5 /BAMUS-NKT /2020

KESEPAKATAN BERSAMA
WALI NAGARI LUNANG TIGA DAN BAMUS NAGARI KUBU TAPAN

TENTANG
FPERATURAN NAGARI TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Pada hari ini . S28W..__ tanggal 0. (%.9%% ) bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puldh kami yang

bertanda tangan di bawah ini :

M.SOBIRIN, SH : Wali Nagari Kubu Tapan dalam hal ini bertindak untuk dan atas pama
P:rnerintal:t Nagari Kubu Tapan selanjutnya disebut PIHAK KESATU

PARDI ¢ Ketua BAMUS Nagari Kubu Tapan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUS) Nagari Kubu Tapan selanjutnya
disebut PIHAK KEDUA

Menyvatakan bahwa

PTHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Nagari tentang Feterbukaan
Informasi Publik vang telah diajukan PTHAK KESATU, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana
tertuang pada catatan vang terlampir pada Berita Acara ini

PIHAK KESATU dapat menerima dengan baik catatan dan koreksi vang diberikan PIHAK KEDUA.

PTHAK KESATU akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Rancangan Peraturan Nagari tentang
Keterbukaan Informasi Publik dengan penyesuaian dan perubshan sebagaimana tertuang pada catatan
vang terlampir dalam Berita Acara ini selambat - lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal
ditandatangani Berita Acara ini.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 {dua)
untuk dapat dipergg i




IAMPIRAN I : PERATURAN NAGARI KUUBU TAPAN

NOMOR : &% TAHUN 2020
TANGGAL : i AGUSTUS anaq
TENTANG- : KETFRBUKAAN INFORMASI PUBLIK

BERITA ACARA/NOTULEN RAPAT MUSYAWARAH
- BADAN FERMUSYAWARATAN NAGAKI

PEMBAHASAN
TERHADAP RANCANGAN PEEATUTRAN NAGARI
TENTANG KETERBUEAAN INFORMAS] PUBLLE

Pada bari ini REMI. | tanggal 8. C8#%) | Buln agnes Talun Dua Ribu Dua Pulsh,
bertempat di Kantor Magari Kubu Tapan, Kecamatan Ranah Amipek Hulu Tapan, Kebupaten Pesisir
Selatan dengan dibadic oleh Ketua, Anggota Badan permusvawaratan Nagari, Wali Nagari dan peranghat
Nugari dalam rangka membahas Raneangan Peraturan Nagari tentang Keterbukaan Informasi Publik

Dialzm Rapat tersebut telab diperaleh kata sepakat mengenal pokok-pokok hasil musyawarsh dengan
para pesarta sabagsi berikat ;

1. Menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Keterbukaan Informasi Publik
3. Repcgngsn Perattiran Deas tentang Keterbukaan Informesi Publik unmuk ditctapkan menjadi
Feraturan hesna. :

Demikian Berita Acers Rapul Dadan Permisvavearatan Nagari it dibvat untuk dipergunakas
subagaimana mestinya.

BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI { BAMUS)

NAGARI KUBU TAP,
1. Ketua / Anggota : SYAMSUL
2. Wakil Eetua/Anggota : TETL
3. Bekretans / Anggota r TLHAMDIKAMAL
4. Angpota : DANAS MER1

5 Angpota : AFRITDDIN



. Apgustus 2020,

DAFTAR HADIR PERANGKAT NAGARI DAN UNDANGAN LAINNYA

t Pembahasan Rancangan Peraturan Nagari Tentang Keterbukaan Informasi Publik
: Kuobu Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan
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